
BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 49 TAHUN 2a11

TENTANG 
S

URAIAN TUCTAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman

Nomor 12 Tatrun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi

Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Keria

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah lstimewa

Yogyakarta (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 1950

Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 200/' tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun ?O0/.

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor &37) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun ?AM tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4844):



Feraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan

Mulai Berlaktrnya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15

Dari Hal Pernbentukan Daerahdaerah Kabupaten di Jawa

Timur/Tengah/Barat dan Daerah lstimewa Yogyakarta

(Berita Nqara Republk lndonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Peraturan Daenah lGbupaten $leman Nomor I Tahun 2009

tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten

Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009

Nomor 1 Seri D) sebagaimana tglah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor g

Tahun 20Og tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah

Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman

Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : PERATUMN /BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN

TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah lQbupaten Sleman.

2. Bupatiadalah Bupati Sleman,

3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman,

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan $ipil Kabupaten

Sleman.

5. $atuan organisasi adalah sekretariat, bidang, subbagian, seksi, unit pelaksana

teknis, dan kelompok jabatan fungsionalpada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Sleman.

6. Kepala satuan organisasi adalah kepala satuan organisasi pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman.

3.

4.



a"

BAB II

KEDUDUKAN, TUGA$, FUNG$I, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan $ipilmerupakan unsur pelaksana pemerintah

daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui $ekretaris Daerah.

(2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan

penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kbpendudukan dan catatan sipil.

(3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan $ipil dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat {2} menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan catatan sipil;

b. pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan catatan sipil;

c. penyelenggaraan pelayanan umum bidang kependudukan dan catatan sipil;

d. pembinaan administrasikependudukan dan catatan sipil; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya. ,

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilterdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat terdiri dari:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

2. Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi.

c. Bidang Pendaftaran Penduduk terdiri dari:

1. $eksi Administrasi Kependudukan; dan

2. Seksi lnformasi Administrasi Kependudukan.

d. Bidang Pencatatan Sipilterdirf dari:

1. Seksi Kelahiran dan Kematian; dan

2. Seksi Perkawinan, Perceraian, dan Pengakuan, Pengangkatan, dan

PengesahanAnak.

e. Bidang Peencanaan dan Perkembangan Kependudukan terdiri dari:

1. Seksi Analisis Kependudukan; dan

2. Seksi Pengelolaan Dokumen Kependudukan.

f. Unit Pelaksana Teknis; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.



(2) $ekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berda di bawah dan bertanggung iawab

kepada Kepala Dinas.

(3) Setiap bidang dipimpin oleh kepala yang berada di bauah dan bertanggung iawab

kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

{4) $etiap subbagian dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung

iawab kepada Sekretaris,

(5) Setiap seksi dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang.

(6) Unit Pelaksana Teknis dipirnpin oleh kepala yang berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Kepah Dinas melaluiSekretaris.

(7) Kelompok iabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh

tenaga fungsional yang dituniuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(8) Bagan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercanturn

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratuian Bupati ini.

BAB III

URAIAN TUCaAS DAN FUNGSI

Bagian Keeatu

Skretariat

Pasal 4

$ekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian,

keuangan, perencanaan, evaluasi, dan rnengoordinasikan pelaksanaan tugns satuan

organisasi.

Pasal 5

$ekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fu ngsi:

a. penyusunan rencana kerja $ekretariat;

b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;

c. penyelenggaraan urusan umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

d. penyelenggaraan urusan kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

e. penyelenggaraan urusan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;



f. penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi Dinas Kependudukan dan

Pencatratan $ipil;

g. pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil; dan

h. evaluasidan penyusunan laporan pelaksanaan rencana keria $ekretariat.

Pasal 6

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan

umum dan Kepegawaian. s

Pasal 7

Subbagian Umurn dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyaifungsi:

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umwn dan Kepegawaian;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;

c. penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustiakaan, dokumentasi,

informasi, perlengkapan, dan rumah tangga Dinas Kependudukan dan Pencatatan

tipil;

d. penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai,

kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha

kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan

e. evaluasidan penyusunan laporan pelaksanaan rencana keria $ubbagian Umum dan

Kepegawaian.

Pasal 8

Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan keuangan, perencanaan, dan evaluasi.

Pasal I

Subbagian Keuangan, Peren€naan, dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas

mempunyaifungsi:

a. penyusunan rencana keria Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi;

b. penyiapan bahan perumusan kebiiakan bknis urusan keuangan, perencanaan, dan

evaluasi;

c. pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, dan penyusunan laporan

keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

d. pengoordinasian penyusunan rencana keria Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil;



a-

e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Kependudukan dan Pencatatian

Sipil; dan

f. evaluasidan penyusunan laporan pelaksanaan rencana keria Subbagian Keuangan,

Perencanaan, dan Evaluasi.

Bagian Kedua

Bidang Pendaftaran Penduduk

Pasal t0 ''

Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina

pengelolaan dan pelayanan administrasi kependudukan dan informasi administrasi

kependudukan.

Pasal 1 1

Bidang Pendaftaran Penduduk dalam menyelenggarakan tugas metnpunyai fu ngsi:

a. penyusunan rencana keria Bidang Pendaftaran Penduduk;

b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pelayanan administrasikependudukan

dan infonnasi administrasi kependudukan;

c. penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pelayanan administrasi

kependudukan;

d. penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan informasi administmsi

kependudukan; dan

e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Pendafkaran

Penduduk.

Pasal '12

Seksi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina

pengelolaan dan pelayanan administrasi kependudukan.

Pasal 13

Seksi Administnasi Kependudukan dalam melaksanakan tugas mempunyai fu ngsi:

a. penyu$unan rencana keria $eksi Adminlstrasi Kependudukan;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pelayanan

administrasi kependudukan;

c. penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan administrasi kependudukan;

d. penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan pendaftaran penduduk;



e. penyelenggaraan dan pembinaan pencatatan data kependudukan serta

perubahannya;

f. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian kepemilikan dokumen

kependudukan; dan

g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana keria $eksi Administrasi

Kependudukan.

Pasal 14

$eksi lnformasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas menyelenggarakan dan

membina pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Pasal 15

Seksi lnformasi Administrasi Kependudukan dalam melaksanakan tugas mempunyai

fungsi:

a. penyusunan rencana keria Seksi lnformasi Administrasi Kependudukan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi

kependudukan;

c. penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan informasi administrasi

kependudukan; /

d. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian pengelola informasi administrasi

kependudukan;

e. penyelenggaraan perlindungan dan peqgendalian pemanf;aatan data penduduk;

f. penyelenggaraan pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana

pengelolaan informasi administrasi kepndudukan; dan

g- evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana keria Seksi lnformasi

Administrasi Kependudukan.

Bagian Ketiga

Bidang Pencatatan Sipil

Pasal 16

Bidang Pencabtan Sipil mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina

pengelolaan dan pelayanan pencatatan sipil.

Pasal 17

Bidang Pencatatan $ipil dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Bidang Pencatatan Sipil;



b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pelayanan pencatatan sipil;

c. penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pelayanan pencatatan kelahiran,

kematian, perkawinan, per@raian, dan pengakuan, pengangkatan, dan pengesahan

anak; dan

d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana keria Bidang Pencatatan

Sipil.

Pasal 18

Seksi Kelahiran dan Kematian mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina

pengelolaan dan pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian-

Pasal 19

Seksi Kelahiran dan Kernatian dalam melaksanakan tugas mempunyaifungsi:

a. penyusunan rencana kerja Seksi Kelahiran dan Kematian;

b. penyiapan bahan perumusan kebiiakan teknis pengelolaan dan pelayanan

pencatatan kelahiran dan kematian;

c. penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan dan pengelolaan pencatatan kelahiran;

d. penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan dan pengelolaan pencatatan kematian;

e. penyelenggaraan pembinaafi Oan pengendalian kepemilikan dokumen kelahiran dan

kematian; dan

t. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Kelahiran dan

Kematian.

Pasal 20

Seksi Perkawinan, Perceraian, dan Pengakuan, Pengangkatan, dan Pengesahan Anak

mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan dan pelayanan

pencatatan perkawinan, per@raian, dan pengakuan, pengangkatan, dan pengesahan

anak.

Pasal 21

Seksi Perkawinan, Perceraian, dan Pengakuan, Pengangkatan, dan Pengesahan Anak

dalam melaksanakan tugas mernpunyai fungsi:

a. penyu$unan rencana keria $eksi Perkawinan, Perceraian, dan Pengakuan,

Pengangkatan, dan Pengesahan Anak;

b. penyiapan bahan perumusan kebljakan teknis pengelolaan dan pelayanan

pencatatan perkawinan, pereraian, dan pengakuan, pengangkatan, dan

pengesahan anak;



c. penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan dan pengelolaan pencatatan

perkawinan dan pereraian;

d. penyelenggaraan dan pembinaan playanan dan pengelolaan pencatatan

pengakuan, pengangkatan, dan pengesahan anak;

e. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian kepernilikan dokumen perkawinan,

perceraian, dan pengakuan, pengangkatan, dan pengesahan anak; dan

f, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Perkawinan,

Perceraian, dan Pengakuan, Pengangkatan, dan Pengesahan Anak.

Bagian Keempat

Bidang Perencanaan dan Perkembangan Kependudukan

Pasal 22

Bidang Perencanaan dan Perkembangan Kependudukan mempunyai tugas

menyelenggarakan analisis tepefiOuOukan dan pengelolaan dokumen kependudukan.

Pasal 23

Bidang Perencanaan dan Perkembangan Kependudukan dalam menyelenggarakan

tugas mempunyaifungsi:

a. penyusunan rencana keria Bidang Perencanaan dan Perkembangan

Kepndudukan;

b. penyiapan bahan Frumusan kebijakan teknis analisis kependudukan dan

pengelolaan dokumen kependudukan;

c. penyelenggaraan analisis kependudukan;

d. penyelenggaraan pengelolaan dokumen kependudukan; dan

e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana keria Bidang Perencanaan

dan Perkembangan Kependudukan.

Pasal 24

Seksi Analisis Kependudukan mempunyai tugas menyelenggarakan analisis

kependudukan.

Pasal 25

Seksi Analisis Kependudukan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana keria SeksiAnalisis Kependudukan;

b. penyiapan bahan perumusan kebiiakan teknis penyelerqgaraan analisis

kependudukan;



c. penyelenggaraan analisis perencanaan kependudukan;

d. penyelenggaraan analisis perkembangan kependudukan; dan

e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana keria Seksi Analisis

Kependudukan.

Pasal 26

Seksi Pengelolaan Dokumen Kependudukan mempunyai tugas menyelenggarakan

pengelolaan dokumen kependudukan.

Pasal2T 
&

Seksi Pengelolaan Dokumen Kependudukan dalam melaksanakan tugas rnempunyai

fungsi:

a. penyu$nan rencana kerja Seksi Pengelolaan Dokumen Kepndudukan;

b. penyiapan bahan perumusan keb{akan teknis pengelolaan dokumen

kependudukan; d

c. penyelenggaraan pengelolaan dokumen kependudukan;

d. penyelenggaraan perlindungan dan pengendalian dokumen kependudukan;

e. penyelenggaraan pencatatan atas perubahan dokumen kependudukan;

f. penyelenggaraan legalisasi dokumen kependudukan; dan

g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pengelolaan

Dokumen Kependudukan.

Bagian Kelima

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 28

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis

operasional dan/atau kegiatan teknis penunJang Dinas Kependudukan dan Pencatahn

Sipil.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan $ipil sesuai dengan keahlian.

(2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.



BAB IV

TATA KERJA

Pasal 30

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas wajib

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan

instansi yang secara fungsional rnernpunyai hubungan kerja.

(2) Setiap kepala satuan organisasi dalam rnelaksanakan tugas waiib menerapkan

prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-

masing maupun antar satuan organisasi.

Pasal 31

(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berdasartan kebijakan yang ditetapkan

Bupati. r

(2) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara

berkala melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 32

(1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan

yang ditetapkan Kepala Dinas.

(2) Setiap kepala satuan organisasi secara berienjang menyampaikan laporan

pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara berkala melalui Sekretaris.

Pasal 33

(1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.

(2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi

berdasarkan arahan Kepala Dinas, dan waiib menyampaikan laporan secara

berkala.

Pasal 34

(1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan

memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.



(2) Setiap kepala satuan organisasi waiib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya

dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Pasal 35

(1) $etiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala

satuan organisasi di bawahnYa.

(2) Setiap bawahan dapat rnemberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya

mengenai pelaksanaan tugas dan fu ngsi satuan organisasi masing-masing.

Pasal 36

(1) Setiap kepala satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petuniuk serta

bertanggung jawab kepada atman masing-masing dan menyampakan laporan

berkala tepat pada waktunya.

(2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh kepala satuan organisasidiolah dan

dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atiasan serta unfuk memberikan

petuniuk kepada bawahan.

(3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, untuk tembusan laporan

disampaikan kepada satuan organisasi lain yang $ecara fungsional mempunyai

hubungan kerja.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 37

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan $ipil diatur sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 24

Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 9 Seri D) dicabut

dan dinyatakan tidak bedaku.



Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai be*laku pada tarqgal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini

dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten sleman.

Ditetapkan di Sleman

padatangigal 22 Desember 2011

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman

padatanggal 22 lesember 2011

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN $LEMAN,

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2011 NOfrj|OR 16 SERI }
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